ABSTRAK

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dengan
Calon Tunggal Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Figih
Siyasah” yang ditulis oleh Elva Maya Ringgasar,
NIM.126103211109, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syariah dan Hukum Islam, UIN SATU Tulungagung, dibimbing oleh:
Siti Khoirotul Ula M.H.I

Kata Kunci: Yuridis, Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal.

Penelitian ini dilatarbelakangi perihal munculnya fenomena calon
tunggal dalam Pilkada yang memunculkan berbagai perdebatan, baik
dari sisi legitimasi demokrasi maupun kepatutan hukum. Fenomena ini
menjadi tantangan dalam sistem demokrasi langsung di Indonesia yang
idealnya memberikan pilihan alternatif kepada masyarakat. Dalam
perspektif figih siyasah, persoalan calon tunggal juga menimbulkan
diskusi mengenai kesesuaian mekanisme pemilihan ini dengan prinsip-
prinsip kepemimpinan dalam Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana
pengaturan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal terhadap
undang-undang nomor 10 tahun 20167 2) Bagaimana pelaksanaan
pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia perspektif
ketatanegaraan? 3) Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah
dengan calon tunggal di Indonesia perspektif teori figih siyasah?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis
normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji aspek-aspek internal
dari hukum positif, seperti asas hukum, kaidah hukum, dan konsepsi
hukum. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori,
konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah, termasuk
mekanisme jika hanya terdapat satu pasangan calon (calon tunggal).
Dalam Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa
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pemilihan tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan
calon. Mekanismenya dilakukan dalam bentuk pemungutan suara
dengan dua pilihan, yaitu setuju atau tidak setuju terhadap pasangan
calon tunggal tersebut. 2) Dalam perspektif ketatanegaraan, pemilihan
kepala daerah dengan calon tunggal dianggap sesuai prinsip demokrasi
asalkan prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku dipenuhi. Hal
ini bertujuan menjaga hak rakyat untuk tetap memilih meskipun hanya
satu pasangan calon yang tersedia. 3) Dalam perspektif figih siyasah,
pemilihan dengan calon tunggal dapat diterima apabila bertujuan
mewujudkan kemaslahatan umat, selama calon tersebut memenuhi
syarat sebagai pemimpin yang adil dan kompeten. Mekanisme ini dapat
dianggap sebagai ijtihad politik dalam konteks modern.
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ABSTRACT

The research is entitled "Judicial Review of Law Number 10
of 2016 concerning the Election of Regional Heads with a Single
Candidate in the Constitutional System in Indonesia and Siyasah
Figh" written by Elva Maya Ringgasari, NIM.126103211109,
Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic
Law, UIN SATU Tulungagung, supervised by: Siti Khoirotul Ula
M.H.I.
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This research is motivated by the emergence of the single
candidate phenomenon in regional elections which has given rise to
various debates, both in terms of democratic legitimacy and legal
propriety. This phenomenon is a challenge in the direct democracy
system in Indonesia which ideally provides alternative choices to the
community. From the perspective of siyasah figh, the issue of a single
candidate also raises discussions regarding the suitability of this
election mechanism with the principles of leadership in Islam.

The formulation of the problem in this research is: 1) How are
regional head elections with a single candidate regulated according
to Law Number 10 of 201672 2) How are regional head elections with
a single candidate implemented in Indonesia from a constitutional
perspective? 3) How is the implementation of regional head elections
with a single candidate in Indonesia from the perspective of siyasah
figh theory?

The research method used is normative juridical research,
namely legal research that examines the internal aspects of positive
law, such as legal principles, legal rules and legal conceptions. This
research was carried out by examining theories, concepts and laws
and regulations that are relevant to the problem under study.

The results of this research show that: 1) Law Number 10 of
2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors
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regulates the implementation of regional head elections, including the
mechanism if there is only one pair of candidates (single candidate).
In Article 54C paragraph (1) of the Law, it is stated that elections will
still be held even if there is only one pair of candidates. The
mechanism is carried out in the form of voting with two options,
namely agreeing or disagreeing with the single candidate pair. 2)
From a constitutional perspective, the election of regional heads with
a single candidate is considered in accordance with democratic
principles as long as the applicable legal procedures and mechanisms
are fulfilled. This aims to maintain the people's right to continue to
vote even if only one candidate pair is available. 3) From the
perspective of siyasah figh, elections with a single candidate are
acceptable if the aim is to realize. the benefit of the people, as long as
the candidate meets the requirements as a fair and competent leader.
This mechanism can be considered as political ijtihad in a modern
context.
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